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ABSTRAK 

 

Endang Haryanti. 201510115021. Skripsi. Pemenuhan Syarat Permohonan Hak 

Restitusi Sebagai Penentu Putusan Pengadilan Terhadap Pemberian Hak Restitusi 

Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb 

dan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Kfm). 

Penelitian ini terkait dengan penjatuhan sanksi restitusi kepada terdakwa. Namun 

demikian adanya syarat formal yang harus dipenuhi oleh korban dan juga JPU dalam 

upaya menuntut pelaku dijatuhkan sanksi pidana restitusi membuat hak restitusi 

untuk korban dapat terabaikan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kedudukan persyaratan permohonan restitusi dalam penentuan putusan hakim, dan 

untuk mengetahui upaya korban agar tidak mengalami kendala untuk mendapatkan 

hak restitusi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

menggunakan data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan 

persyaratan permohonan restitusi dalam penentuan putusan hakim adalah sebagai 

administrasi dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi 

restitusi kepada pelaku dan pemberian restitusi kepada korban. Hal tersebut 

dikarenakan sanksi restitusi adalah ganti rugi berupa materi kepada korban, sehingga 

pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan restitusi dilakukan dalam upaya 

agar restitusi yang dijatuhkan dapat diterima kepada orang yang tepat, yaitu korban 

perdagangan orang. Selain daripada itu, Upaya korban agar tidak mengalami kendala 

untuk mendapatkan hak restitusi adalah melalui 2 (dua) cara, yaitu secara preventif 

maupun represif dengan mengajukan permohonan Restitusi setelah putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK dengan 

memenuhi syarat dokumennya. 

Kata Kunci : Restitusi, Putusan Pengadilan, Perdagangan Orang. 
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ABSTRACT 

 

Endang Haryanti. 201510115021. Essay. Eligibility of the Requirements for 

Requests for Restitution Rights as Determine of Court Decision Against the Granting 

of the Right to Refuse Victims of Trafficking in Persons (Case Study of Decision 

Number 538 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jmb and Number 22 / Pid.Sus / 2017 / PN.Kfm). 

This research is related to the imposition of restitution sanctions on the defendant. 

However, there are formal conditions that must be fulfilled by victims and 

prosecutors in an effort to prosecute perpetrators of criminal sanctions for restitution 

to make the right to restitution be neglected. The purpose of this study is to 

determine the position of the requirements for the request for restitution in 

determining the judge's decision, and to find out the victim's efforts so that they do 

not experience obstacles to obtain the right to restitution. The research method used 

is normative juridical using secondary data. The results of the study show that the 

position of the requirements for the request for restitution in determining the judge's 

decision is as an administration in order to provide legal certainty for the imposition 

of restitution sanctions on the perpetrator and the provision of restitution to the 

victim. This is because the restitution sanction is compensation in the form of 

material to the victim, so that the examination of the complete document for the 

request for restitution is carried out in an effort so that the restitution can be 

accepted to the right person, namely the victim of trafficking. Apart from that, the 

efforts of victims to not experience obstacles to obtain the right to restitution are 

through 2 (two) ways, namely preventive and repressive by submitting a request for 

Restitution after a court decision that has obtained legal force remains through LPSK 

by fulfilling the document requirements. 

Keywords: Restitution, Court Decision, Trafficking in Persons. 
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Life is not fair-get used to it 
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